Kondisi Terpidana 8 Tahun Eks
Gubernur Malut Abdul Ghani
Kasuba Kian Memburuk,
Bergantung Alat Medis
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ORINEWS.id - Kondisi mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) dua
periode, Abdul Ghani Kasuba disebut semakin memburuk.

Toriq Kasuba, putra sulung Abdul Ghani Kasuba mengungkapkan
ayahnya itu kini tidak mampu beraktivitas secara mandiri.

“Beliau (ayah) hanya bisa terbaring, buang air pun sudah tidak
bisa mengurus diri sendiri. Semua bergantung pada alat-alat
medis, sementara kami sebagai anak hanya bisa berusaha untuk
memberikan bakti terbaik,” kata Toriq mengutip
TribunTernate.com usai menerima kunjungan Gubernur Malulu
Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Jumat
(7/3/2025).
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Menurut Toriq, sang ayah mengalami kondisi kritis sejak dua
minggu terakhir,

Mulanya, Abdul Ghani Kasuba mengalami kejang dan sering tak
sadarkan diri.

Thoriq menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Maluku
Utara atas doa dan dukungan moral untuk kesembuhan ayahnya.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan moral dan doa dari
seluruh masyarakat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan
pertolongan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Torigq.

Sebelumnya, tim medis telah melakukan CT scan dan menemukan
adanya infeksi nanah di bagian kanan otak serta banyaknya
cairan di bagian tengah.

Hal tersebut menyebabkan tekanan pada saraf otak hingga
menyebabkan kelumpuhan.

“Dokter menyarankan untuk melakukan pengeboran di dua sisi
kepala. Di sisi kanan, infeksi nanah dikeluarkan, sementara di
sisi kiri dipasang selang yang mengarah ke sistem pencernaan
untuk mengalirkan cairan,” jelasnya.

Namun, setelah berdiskusi dengan tim medis lain, keluarga
belum bisa mengambil keputusan untuk operasi mengingat
risikonya sangat tinggi.

Saat ditanya soal kemungkinan dirujuk ke rumah sakit lain,
Thorig menjelaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rujuk atau itu tidak tergantung KPK, karena mereka yang
membawa ke sini. Rutan hanya dititipkan dan tidak memiliki
kewenangan lebih lanjut,” katanya.

Toriq menegaskan, keluarga hanya bisa berusaha memberikan yang
terbaik sesuaili dengan kondisi saat ini.
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“Kami berharap keputusan yang diambil adalah yang terbaik
untuk beliau,” tandas Thoriq.

Sebelumnya kabar mengenai kondisi Abdul Ghani Kasuba ini
disampaikan oleh Hairun Rizal, kuasa Hukum Abdul Ghani Kasuba,
Kamis (6/3/2025).

Abdul Ghani dalam perawatan ICU RSUD Dr H Chasan Boesoirie,
Ternate.

“Iya, kondisi klien kami memang kritis dan beliau sementara
dirawat di ruang ICU RSUD Dr H Chasan Boesoirie Ternate,”
ungkap Hairun dikutip dari TribunTernate.com.

Hairun mengatakan sebelum dari ICU, AGK dirawat di ruangan
paviliun karena butuh perawatan intensif dan maksimal.

“Sementara ini beliau hanya terbaring lemas di atas ranjang,
makan dan semuanya menggunakan alat bantu,” kata Hairun Rizal.

AGK disebut sudah menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr H
Chasan Boesoirie Ternate selama 7 hari.

“Saat ini beliau beliau betul-betul butuh penanganan medis
ekstra, kita berharap beliau cepat sembuh, amiin,” ujarnya.

Kasus yang Menjerat Kasuba

Abdul Ghani Kasuba ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan
(OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Senin (18/12/2023).

Ghani langsung dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan dan
juga diamankan oleh pihak KPK.

Ghani bersama dengan 18 orang pejabat Pemprov Maluku lain yang
diamankan diduga menerima sejumlah wuang dari proyek
infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov maluku Utara
dengan anggaran lebih dari Rp 500 miliar.

Dalam OTT tersebut KPK menyita uang tunai sebesar Rp 725 juta



sebagai bagian dari dugaan korupsi sebesar Rp 2,2 miliar.

Ghani diduga melakukan tindak pidana korupsi lelang jabatan
dan proyek pengadaan barang dan jasa.

Seiring berjalannya waktu, Abdul Ghani Kasuba menjadi
terpidana kasus suap jual beli jabatan dan gratifikasi di
lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dia divonis hukuman delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Hakim, Kamis
(26/9/2024) .

“Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan, menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa Abdul Ghani Kasuba berupa pidana
penjara selama 8 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 300 juta
subsider 6 bulan kurungan,” jelas hakim ketua Kadar Noh saat
membacakan putusan sidang.

Selain pidana penjara, Abdul Ghani Kasuba juga membayar uang
pengganti sejumlah Rp 109.056.827 dan USD90.000 dengan
ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka
dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,” tegas Hakim.

Sejumlah keluarga terdakwa Abdul Ghani Kasuba tak kuasa
menahan tangis saat mendengar putusan 1ini.

Putusan majelis hakim ini juga secara otomatis menolak semua
pledoi penasihat hukum terdakwa.

Ketua Majelis Hakim Kadar Noh kemudian meminta tanggapan baik
kepada terdakwa dan jaksa KPK, keduanya menjawab pikir-pikir.

Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari untuk menanggapi



putusan tersebut.

“Saya berikan waktu tujuh hari. Jika dalam waktu tujuh hari
tidak ada sikap maka dianggap menerima putusan. Jadi perkara
ini belum memiliki kekuatan hukum tetap hingga tujuh hari ke
depan,” jelas Kadar.

Sebelumnya, JPU KPK dalam tuntutannya menuntut agar Abdul
Ghani Kasuba dipenjara 9 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda
sebesar Rp 300.000.000 subsidiair pidana kurungan penggantil
selama 6 bulan atas perbuatan gratifikasi dan suap untuk
penanganan perkara jual beli jabatan dan proyek infrastruktur.

JPU KPK meyakini Abdul Ghani menerima hadiah berupa uang
secara bertahap.

Uang diterima baik melalui transfer maupun dalam bentuk tunai,
dengan total Rp 109.056.827 dan USD 90.000 dari kepala
organisasi perangkat daerah (OPD), pegawai negeri sipil
(PNS) .

Pemberian uang terkait proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Abdul Ghani pun menerima gratifikasi berupa uang terkait izin
dan rekomendasi teknis usaha pertambangan dan menerima
gratifikasi berupa uang dari para kontraktor yang mendapat
paket dari pekerjaan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Utara



